GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 15TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
s ‘ GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyelarasan program sesuai situasi dan
kondisi pada saat ini dan menindaklanjuti hasil pengendalian dan
~ evaluasi pelaksfanaan RPIMD, maka untuk memenuhi ketentuan pasal
282 dan 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapén, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana
| Pembangunan 'Jangka Menegah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
- 2012-2017, perlu direvisi; i
Q b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
- huruf a, perlu membentuk 'Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
tentang Perubahan Atas Pera@uran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
02 Tahun 201é tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017;
Mengingat 11, Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
‘Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
| (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Bepubhk Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
. Provinsi Gorontalo (Lembarah Negara Repilblik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

* Nomor 4060);
! | ; J




3‘ Undang-Undané Nomor 1 Téhun 2004 tentang Perbendaharaan
| Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
l Tambahan Lem;baran Negara I}epublik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
| Pengelolaan, dan Pertanggundjawaban Keuangan Negara (Lembaran
, Negara Republik Indonesia ;Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negéra Republik Inéonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
| Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
’Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nomor 4421); |

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
| Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

"Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembarén Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tdhun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
~Peraturan Pea?undang-Undangan (Lembaran Negara Republik
;Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 5234);



|
11. Péaraturan Pemerintah Nomor :20 Tahun 20(341 tentang Rencana Kerja
~ Pemerintah (Lembaran Negara Republik fﬁdonesia Tahun 2004
" Nomor 74, .Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405); . :
12. Peraturan Pemerintah Nomof 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); . {
13. Peraturan Pemerintah Nomo:r 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
~ (Lembaran Negara Republik‘ Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
| Tambahan Lerﬁbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomar 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
@ Pengendalian dan Evaluasi ’Pelaksanaan Rencana Pembangunan
| (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor
82,Tambahan Lembaran Neg?ra Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
. tentang Laporan Penyelenggaraan Pem’;'é?‘intah Daerah kepada
Pémerintah, Laporan Kete‘rangan PeﬁangdhngjaWaban Pemerintah
~ Daerah kepada DPRD dan. Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
a Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
j Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741); ,
18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluési Pelaksanaan Rencana
: Pémbangunan‘ Daerah (Lembaran Negé‘"fi;f’a Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Nomor 4817); J




19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Rhang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
| Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gu'bernur sebaéai Wakil Pemerintah di Wilayah
, Provmsn (Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun 2011
| Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
. 5209); | ‘ "

2}. Peraturan Prgsiden Nomor| ‘5 Tahun 2010 tentang Rencana
' Pembangunan Jangka Meﬁengah Nasional Tahun 2010-2014
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
[ Pedoman Pengelolaan Keuanban Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peratlljran Menteri L?alam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peréturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemérintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
1 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); |

24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor, 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gor.i’éfntalo Tahun 2010-2030
(Lembaran daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahaan Lgmbaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);

25. Peraturan Daerah Nomor '03 Tahun 2009 tentang Rencana
"~ Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
~ 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Nomor .02 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menégah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012

. Nomor 02); l J




i | |
' g Dengan Persetujuan Bersama e
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI C ORONTALO
dan S

GUéERNUR GORONTALO
" MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2012 - 2017.

f !

: Pasal 1 |
Q Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana
~ Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02), diubah sehmgga berbunyi
sebagaimana tersebut pada Lamplran Peraturan Daerah ini.

a3 i | i

Pasal 2
Peraturan Daerah iﬁi mﬁlai berlaku pada tanggal’diﬁndangkan
Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provms: Gorontalo.
: | ; i |
| Ditetapkan di Goroniz

Wv/‘\
SLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo :
pada tanggal 11 November _2013'
! SEKRETARIS DAERAH PROYINSI GQRONTALO,

", g
WINARNI MONOARFA i |

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR..15
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" PENJELASAN
| ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMORIS TAHUN 2013

| TENTANG .
i , : .

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSf GORONTALO NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017
. ; :

I UMUM : : |
Q Kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah: framework bagi Pemerintah Daerah
dalam merumuskan dan memformulasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenang'an, kebutuhan dan kemampuan daerah
dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
daerah. Sesuai dengan UndangQ Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan
Pemerintahan baerah dilaksanakan dengan memuat azas desentralisasi Dan tugas
pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Provinsi Gorontalo telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki
konteks dan fungsi berbeda. Kebijakan Pemerintah Daerah dlsusun untuk memberikan
peningkatan peIayanan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Inti dasar proses penyusunan
kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber
daya (resources) yang dimiliki ’Provinsi.Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki, kemampuan, dan kebuftuhan daerah. Pertimbangan lainnya adalah dengan
memperhatikan kekhasan dan kéunggulan yang ada.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nombr 02 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengap Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017 menguraikan
tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu
5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkani Visi dan Misi Kepala Daerah dan
berpedoman pada RPIPD yang, dijabarkan kgle dalam tujuan, strategi, dan tahapan

: ; |
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pembangunan jangka menengah. Namun di tengah proses pelaksanaannya, RPJMD
Provinsi Gorontalo 2012 — 2017 perlu dllakukan penyempurnaan dan penyelarasan
(revisi) lebih I‘anjut terkait konsep dan substans: yang telah termaktub. Adapun
pertimbangan Revssa atau perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

‘ antara lain sebagan berikut:
a i i |
' | 1. Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut;

o | 2. Adanya beberapa target mdlkator kinerja yang belum sepenuhnya memperhatikan
| kemampuan |sumber daya; 1 | S
! - 3. Cakupan/nomenklatur program dan keglatan yang perlu disempurnakan lebih

i
i

i . 1

é lanjut; z | z
: 4. Adanya beb$rapa kebijakan | serta program/keglatan pembangunan yang bersifat
prioritas dan strategls PI‘OVInSI yang belum termuat di dalam RPIMD lama;
5. Perlunya penyesualan data dan angka-angka pada gambaran pengelolaan
L i keuangan daerah serta kerangka pendanaan dengan indikasi rencana program
| prioritas disertai kebutuhan pendanaan.
i1 | 6. Adanya Perubahan Struktur Organisasi TatalKerja (SOTK) Provinsi Gorontalo Tahun

2013. _ | ;
| | 5
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL'

: §
! i §

Pasal 1 ‘
Cukup jelas. f i
Pasal 2
D Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR1.3..
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